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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Rangkuman Pertanyaan dan Hasil Wawancara 

1. Bagaimana pendapat Anda tentang proses pelayanan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Padang? 

Berdasarkan jawaban dari narasumber pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Padang masih belum memberikan pelayanan yang prima atau baik terhadap 

masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya keluhan yang diberikan masyarakat kepada 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terkait pelayanan dan 

layanan yang diterapkan pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. 

 

2. Apakah Anda puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang? 

Narasumber menyampaikan bahwa dengan adanya keluhan serta saran yang diberikan 

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menyebabkan mereka 

belum sangat puas akan pelayanan yang diberikan perlu adanya evaluasi dan peningkatan 

kualitas pelayanan pada dinas ini. 

 

3. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengurus administrasi kependudukan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang? 

Narasumber menyampaikan bahwa mengurus masalah administrasi kependukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang saat sekarang ini terlalu rumit dan 

sulit,ditambah dengan penerapan layanan online yang mengharuskan mereka untuk 



 

 

mempunyai  handphone  android untuk bisa memperoleh layanan pada dinas ini. Tentu 

hal ini dinilai menyulitkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. 

 

4. Apakah Anda merasa waktu tunggu untuk menerima pelayanan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terlalu lama? 

Narasumber menyampaikan bahwa adanya masalah ketidakteraturan nomor antrian serta 

server yang sering  down menyebabkan waktu yang diperlukan masyarakat menjadi lebih 

lama, selanjutnya narasumber juga menjelaskan bahwa waktu pelayanan yang tidak 

sesuai membuat mereka harus menerima layanan terlambat dari waktu yang seharusnya. 

Namun pada saat server tidak mengalami masalah masyarakat tidak harus menunggu 

lebih lama dalam menerima layanan pada dinas ini. 

 

5. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang memberikan 

informasi yang cukup dan jelas terkait prosedur dan persyaratan administrasi 

kependudukan? 

Narasumber menyampaikan bahwa pada beberapa jenis layanan  Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Padang  mampu memberikan informasi yang jelas seperti pada 

perekaman KTP,  Penghapusan NIK ganda, serta penerbitan KTP lama yang rusak . 

Namun sebaliknya pada banyak jenis layanan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Padang  tidak memberikan informasi yang jelas terkait  prosedur pelayanan. Hal ini 

terlihat dari tidak adanya informasi terkait standar operasional prosedur yang jelas 

mengenai syarat yang harus dimiliki masyarakat dalam menerima layanan pada  Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, hal ini membauat masyarakat  harus 



 

 

melengkapi syarat yang tidak dimiliki ,dan tidak memperoleh layanan serta dokumen 

administrasi kependudukan yang di butuhkan . 

 

6. Apakah staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang bersikap 

ramah dan membantu saat memberikan pelayanan? 

Narasumber menyampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Padang  memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat, hal ini terlihat dari 

petugas loket yang berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar 

masyarakat merasa puas dan memperoleh apa yang seharusnya masyarakat butuhkan, 

namun tidak banyak juga masyarakat yang tidak puas akan pelayanan yang diberikan , 

masyarakat merasa adanya ketidakjelasan informasi  serta syarat yang terlalu rumit yang 

diberikan petugas sehingga masyarakat   kecewa akan pelayanan yang diberikan. 

 

7. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang memberikan 

fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus 

administrasi kependudukan? 

Narasumber menyampaikan bahwa fasilitas yang diberikan  Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Padang sangat memperhatikan kenyamanan  masyarakat dalam 

memperoleh layanan yang diberikan hal ini terlihat dari adanya penyedian fasilitas yang 

baik berupa,kursi tunggu, pendingin ruangan, mushalla,parkiran yang luas,serta layar 

antrian yang membuat masyarakat merasa nyaman dalam menerima layanan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. 

 



 

 

8. Apakah ada kendala atau masalah yang Anda alami saat menggunakan pelayanan 

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang? 

Narasumber menyampaikan bahwa adanya kendala serta keluhan yang dialami 

masyarakat  dalam menggunakan layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Padang  sangat beragam seperti Kuota pelayanan KTP terbatas, Waktu 

pengambilan dokumen tidak sesuai dengan yang dijanjikan, tidak mengetahu tata cara 

pengurusan online, petugas yang tidak ramah, server yang sering  down , adanya miss 

komunikasi dengan petugas, petugas yang kurang professional, jumlah petugas yang 

kurang, nomor antrian yang tidak teratur menjadi beberapa masalah yang dihadapi 

masyarakat serta petugas , hal ini menjadi catatan penting bagi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Padang dalam peningkatan kualitas layanan kedepannya.  

 

9. Apa yang bisa dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Padang untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka? 

Narasumber juga memberikan solusi yang sekiranya diperlukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam peningkatan kualiatas layanan 

kedepannya berupa  penambahan layanan KTP, adanya kepastian waktu yang sesuai, 

adanya pemberian sosialisasi menyeluruh, adanya peningkatan dan pelatihan terkait etika 

petugas pelayanan, perbaikan sistem secara berkala, penambahan jumalah petugas, serta 

perbaikan sistem antrian yang tertib.Menjadi beberapa saran yang diberikan masyarakat, 

yang nantinya bermanfaat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang 

dalam peningkatan kualitas layanan kedepannya. Selain itu  perlu diadakannya 



 

 

penyederhanaan prosedur layanan pada beberapa jenis layanan agar memberikan 

kemudahan kepada masyarakat selaku penerima layanan . 

 



 

 

 


